l;.’iﬁmEL PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

W KECAMATAN SUTERA
JIn. Raya Padang-Painan Telp. (0756) 21000-21200-21317%

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 140 /08 | C-STR/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GANTIANG MUDIAK SELATAN
SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA,

Membaca . Surat Wali NAGARI GANTIANG MUDIAK SBELATAN
SURANTIH Kecamatan SUTERA Nomor : 140/26/Pem-
Nag/GMSS/2020 tanggal 5 Februari 2020 perinzl
Penyampaian Rancangan APB NAGARI GANTIANG MUDIAK

SELATAN SURANTIH Tahun Anggaran 2020,

Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paszl 24 zyzt (2)
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tzhun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangzn Nagari di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, periu
menetapkan Keputusan Camat atas namz Bupsti tentzng
hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG
MUDIAK SELATAN SURANTIH Kecamatan SUTERA tentzng
nggare Pendapatan dan Belanja Nagari Tzhun

77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108
aran Negara Republik Indonesiz Nomor

jomor 6 Tahun 2014 tentzng Desa
— r Indonesiz Tahun m14
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

,F telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

= telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

-3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

' ' Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
‘Tal 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
itah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
: nber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

aran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik

a, Pembangunan Daerah
i Nomor 11 Tahun 2019

s Penggunaan Dana Desa

a Barat Nomor 2
Pemerintahan Nagari
era Barat Tahun 2007

atan Nomor 2
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Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7
Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015
Tentang penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2016

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017
Tentang Prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019
Tentang Standar Biaya pemerintah Nagari Tahun
Anggaran 2020;

FLRE 15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019

: Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari,
Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Bamus
Nagrai Tahun Anggaran 2020;

16 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019
”Pentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi

~ Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

"eiﬁﬁBeIanja Negara Tahun Anggaran 2020;

ran Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020

T

ti Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2020
'Restribusi Daerah setiap Nagari Yang
n Pendapatan dan Belanja

n Nomor 69 Tahun 2017
Keuangarn Nagari Tahun
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KEDUA

KETIGA

: Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak
- dilakukan Evaluasi.

: Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan

penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan
Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil
Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
keputusan ini.

: Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak

menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan
dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah

al am hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait
sanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan

i berlaku pada tanggal ditetapkan dan
ha:n terdapat kekeliruan dalam
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LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR  : 140 /08/C-STR/2020
TANGGAL : 18 Februari 2020
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GANTIANG MUDIAK SELATAN
SURANTIH
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI GANTIANG
MUDIAK SELATAN SURANTIH Kecamatan SUTERA tentang APB
Nagan Tahun Anggaran 2020 yaitu :

: -sebesaer1398 187.600,00,- dengan rincian :

fer sebesar Rp 1.398.187.600,00,-
I.am Lain Rp O,-
angan prav’insiRp. 0,'

484 797.214,39-,- dengan rincian :
aan Pemerintahan Nagari

pembangunan Nagari Rp 818.483.500,00,
’ katan Nagari Rp 24.341.688,92,-
akat Nagari Rp 158.700.194,71,-
< a, Darurat dan Mendesak
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tidak boleh dikurangi dengan belanj i
: ja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut.
Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip
penganggaran pendapatan tersebut diatas.

Disarankan pada nagari memperbaiki :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Operasional Kantor wali nagari satuan volume kertas diganti
dengan rim

b. Untuk kegiatan pembelian Materai, satuan volume diganti dengan
: lembar
. c. Untuk kegiatan Tunjangan kinerja BAMUS, disarankan kepada
ru o - npagan sesuaikan dengan jumlah BAMUS yang ada di nagari dan
sebelum menerima honor dan tunjangan BAMUS harus membuat
e ein Kincrs.

asi dan undangan rapat.
[US: Sesuaikan dengan Perbup standar

ayarkan untuk pengantar
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/ f. Kegiatan pembangunan upah dan DED tidak boleh Ls dan dibuat
rinci

8- Kegiatan pembangunan RTLH dan jambanisasi DED tidak
diletakan di kegiatan
(jika desain sama setiap kegiatan dibolehkan 1 DED)

h. Kegiatan BBGRM, disarankan kepada nagari untuk 1 kegiatan 1
sumber dana

1. Perhatikan nomenklatur per kegiatan.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan

a. Kegiatan LIMNAS, disarankan kepada nagari boleh dianggarkan
dari dana desa tetapi dilengkapi dengan dasar yang kuat (surat
edaran)

b. Kegiatan PBHI dan PHBN, disarankan kepada nagari untuk
kegiatan PHBI dan PHBN minimal 2 juta
chmtan Operasional LPMN (pembelian seragam ) disarankan
kepada nagari untuk mengganti kegiatan pelatihan.

" mn Pembmaan PKK, Pembelian baju segaram dikaji ulang

d;sarankan kepada nagari untuk
da kegiatan study kooperatif dan
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p. Pelatihan peningkatan kapasitas walinagari, Perangkat Dan
BAMUS, disarankan kepada nagari untuk di Lansamkan
(Ls)/Kontribusi.

4. Konsideran:

a. Berita acara Pembahasan APB bersama BAMUS: cantumkan
pertanyaan/ bahasan dari BAMUS.
Foto Dokumentasi ( Dokumentasi rancangan APB tahun 2020)
Permendes no 11 tahun 2018
. Permendes no 113 dihilangkan
Susunan konsideran, mulai dari tahun yang rendah, Permendes,
Perbup, Perda
f. Didalam Uraian belanja, diisi lengkap hingga belanja balance

o a0 o

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan
Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan
kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan

Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan

itugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah
kewenangan lain  yang ditugaskan oleh

Pemenntah Propm31/ Pemerintah Kabupaten, hak asal

Bupatl Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
lolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir

} Bupatl Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun

lolaan Keuangan Nagari di Kabupaten
\TE 2017 menyatakan bahwa Alokasi
tu mblayal Program dan Kegiatan

- Selatan Nomor 69 Tahun
erintah Nagari dalam
tentang APBNagari

———
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_71‘-

B Desa/Perubahan APB Desa

— [ vV | | RKP Desa atau RKP Perubahan
. f\ : | tahun berkenaan

™~
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j Peraturan Bupati tentang ADD
atau Perbup tentang Penetapan
‘Siltap Kepala Desa dan Perangkat

[ Peraturan Bupati tentang ADD
-atau Perbup tentang Penetapan
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Surantih,

februari 2020

T
* ng;s I RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAT
APATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGG. uwl 2020
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